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ABSTRAK 

 

Lelang adalah penjualan dimuka umum atas suatu properti kepada penawar tertinggi oleh 

seorang yang mempunyai lisensi atau kewenangan untuk itu. Pelaksanaan lelang barang hasil 

tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan lelang 

dilakukan berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 / PMK.06/2018. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang 

sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2) Apa 

faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana 

korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan 

wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara metode kualitatif. Simpulan (1) 

Pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK setelah 

ada putusan yang mempnyai kekuatan hukum. Prosesnya dimulai dari proses pra lelang, 

pelaksanaan lelang dan membuat risalah lelang. (2) Barang hasil lelang yang sudah didapatkan 

pemenang nya itu mempunyai kekuatan hukum yang sah karena barang tersebut tercatat dalam 

BMN (Barang Milik Negara), dasar hukum yang kuat yaitu adanya amar putusan yang jelas-

jelas menyatakan bahwa suatu benda tertentu dinyatakan dirampas, sehingga tindakan 

merampas dan menjual lelang mempunyai alas hukum yang kuat. 
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